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SEXRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESa

BUPAT! BEKASI

oahwa gaiam rangie Efektfitas dan Efésiensi Penyelenggaraan
Falaksanarn Leporan Hara Kekayaan Penyelanggara Negara
(LHEPN) o lirgkungan Pemernntah Kabupaten Bekasi dikaitkan
agngan kewenangar tupas pokok dan fungsi serta uraian tuges
Satuan Kerna Perangkatl Daerah, maka untuk pelaksanaannya
perty difinjau kempal:

pefwa penyzisnggaraan pelaksanzan Laporan Hada Kekavaan
Penyelanggaraan Megara sesuai dengan kewenangan, tugas
an fungsi sera raian tugas berdasarkan Peraturan Bupat
Bakgsi Momor 43 Tahun 20069 berada pada inepakiorat
Dezrah, sengge pedu disesuatkan untuk dialihkan paca

Savratarial Daerah:

cahwa alas desar pertimbangan sebagaim-na dimakud pada
burt & dan humef b di atas, perubahznnva tersebut perlu
ditetapkan kembal: dengan Peraturan Bupati '

Undang-Undany Nomar 14 Tahun 1359 tentang Pembentukan
Cagrah-dasrah  Kabupslan Dalam  Liwgkungan  Proping
Jawe Jarat (Berita Nagara Tahun 1950);



2,

o

.-\-ll

Undang-Uridang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah divbah dengan Undang-
Lindang Momor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang MNomor 8 Tahun 1974 ‘entang Pokok-Pokok
Kepeogawaian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1999 Momaoar 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Feraturan Peiundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonasia Tahun 2004 Momar 53, Tambahan Lembaran Negara
Mamar 4389,

Lindang-Undang Momar 32 Tahun 2004 tentang Pamearntzhan
Daerah (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Hedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 5%, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Momer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Reuangan Amtara Pamerintah Pusat dan Daerah {Lembaran
MNepara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 126, Tambahan
Lembaran Negara Momor 4438);

Undang-Undang Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pernerintah, Pemerintah Daerah
Pravinsl, dan Pamerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Momor 4737);

Paraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Momor 83, Tambahan Lembaran Megara Nomor 4741);

Peraluran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Crasrah Kabupater Bekasi Tahun 2006 Nomor 8);
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4, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
“abupaten Bekasi Tahun 2029 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPAT! BEKASI NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal |

Paraturan Bupati Bekasi Nomor 19 Tahun 2009 tantang Organisasi
dan Tala Kerja Sekretarial Daerah yang diundangkan dalam Berita
Daerah Wabupaten Bekasi diubah beberapa ketentuan sebagal
Berikul

a. ketentuan pasal 62 ditambah huruf ffiff baru sehingga berbunyi
sebagal benkut

Faszal 62

Asisten Administrasi Umum dalam menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61,
mempunyal uraian tugas sebagai berikut :

2 MEnyusun program kera Asistan Admimistrasi Umum
sabagai pedoman pelaksanaan lugas;

b merencanakan operasional Asisten Administrasi Umum
berdisarkan skala pnoritas dan dana yang fersedia
sebagal dasar dalam palaksanaan fugas;

c menyusun  bahan RPJPD, RPJMD dan HBKPD
Sekretaiiat Daerah dalam lingkup tugasnya vang
maliputl oidang bidang organisasl, rumah tangga dan
pardergkapan, serd bidang umum sebagai bahan
pemyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten:

d manyusiun Rencana Strategis (Renstra) dan Repcans
Kera (Aenja) Sekretariat Daerah  dalam  bidang
tugasnya sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan
AKPD Kabupaten:



menyusun bahan RPJP dan RPJM Sekretarniat Daerah
dalam lingkup lugasnya sebagal Lahan penyusunan
RPJP dan RPJM Daarah;

manyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
kKerga (Renja) Sekretariat Daerah dalam  lingkup
lugasnya sebagal pelaksanzan RPJP dan RPJIM
Dagrak;

menyusun rencana operasional dan mengoordinasikan
pelaksanaan program dan kegiatan Sekretanat Daerah
dalam lingkip tugasnya di bidang organigasi, rumah
tangos dan perengkapan, serta bidang umum;
mengarahkan penyelenggaraan’ kegiatan Baglan
Qrganisasi, Bagian Rumah Tangga dan Perlangkapan,
serta Baglan Umum untuk kelancaran pelaksanaan
tugas:

merumuskan bahan kebijakan penyelenggaraan tugas
dan fungsi perangkat daerah bidang erganisasi, rumat
tangga dan perlengkapan, serta bidang umum;
meremuskan penyusunan kebijakan daerah  dalam
ruang  lingkup administrasi  pelayanan publik dan
perizinan, pengalolaan keuangan caerah, aset dasrah,
kepegawalan, perpustakasn daerah  dan kearsipan
dengan garapan di bidang organisast yang meliput
kelembagaan dan anslisa jabatan, ketatalaksanaan,
pelayanan publik dan akuntabilitas; bidang rumah
tangga dan parlengkapan yang me liputi rumah tangga.
pemalinaraan dan perlengkapan; serta bidang umum
vang melipuli tata usaha pimpinan dan kapagawaian,
protokol dan keuangan sekretarial daerah:
mengkoordinasikan  bahan  perumusan  rancangan
paraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
administrasi  pelayanan publk dan  perizinan.
pengelolaan keuangan daerah, asel  daceah
kepegawaian, perpustakasn daerah dan  kearsipan
dengan garapan di bidang organisasi yang maliput
kelembagaan dan anallsa jabatan, ketatalaksanaan,
pelayanan publik dan akuntabiditas; bidang rumah
langaga dan perongkapan yang melipuli rumah tangga.



parmeliharaan dan perlengkapan; serta bidang umum
yang meliputi fata usaha pimpinan dan kepegawaian,
protokol dan keuangan sekretariat daerah;
mengkoordinasikan pelaksanaan fugas dinas dasrah
dan lembaga teknis daerah bidang administrasi
peluyanan public dan perizinan, pengelolaan keuangan
daerzh, aset daerah, kepegawaian, perpustakaan
daerah-dan Kearsipan,

merpmiskan alternatid  pemecahan masalah dan
konsep naskah dinas lain hasil kerja bawahan;

memaraf atau menandatangani konsep naskah dinas
sasual bidang tugas dan kewanangan;
mangoordinasikan  penyusunan  kebijakan  daerah,
membina dan mengendalikan, pelaksanaan lugas
perangkal daesrah yang menyelenggarakan urusan
pemenniahan dalam fingkup  administrasi pelayanan
publis dan pariznan, pengelolaan keuangan daerah,
aset daerah, kepegawaian, perpustaksan daeran dan
Kedars.pen dengan garapan bidang organisasi yang
meliputl  kelembagaan dan  analisa  jabatan,
ketaialaksanaan, pelayenan publik dan akuntabilitas,
bidang rumah tangga dan perlengkapan yang m-el'q:uu!r
rumah tangga, pemeliharaan dan perlengkapan: sera
pidanp umum yang meliputi taia usaha pimpinan dan
kepagawaian, profokel dan kesangan  sekretanat
dasrah;

mengendalikan program dan kegiatan pengadaan,
distribusi dan pemeliharaan barang daerah dl
lingkungan sekretarlat dasrah dengan garapan di
bicdang organisasi yang meliputi kelembagaan dan
analiza jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan
akuntabilitas: bidang rumah tangoa dan perengkanan
vang melipuli rumah  tangya, pemeliharaan dan
perlengkapan; serta bidang umum yang meliputl tata
usaha pimpinan dan kepagawian, protokol dan
keuangan sekretarial daerah;

mamantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
dasrah dalam ruang lingkup administrasi pelayanan
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publik, pengelolaan keuangan daerabh, aset daerah,
kepegawaian, perpustakaan daerah dan kearsipan
dengan -garapan di bdang organisasi vang meliputi
kelambagaan dan analisa jabatan, kefatalaksanaan,
pelayanan publik dan akuntabilitas, urusan rumah
tangga dan perlengkapan yang meliputi rumah fangga,
pamalibaraan dan perlangkapan; serta bidang wmum
vang meliputi 1ata usaha pimpinan dan kepagawatan,
protokol dan kevangan sekretariat daerah;
mengoordinasikan penyusunan kebijakan operasional
program kerja Bagian Organisasi sebagal pedoman
palaksanaan tuges;

mengoordinasikan  penyusunan  pelunjuk  faknis
kegiatan penyusunan draft peraturan dasrah tantang
susunan organsasi dan tata kena sekretarial dasiah,
sekretarial dewan perwakilan rakyat daerah, dinas
tasrah, lembaga teknis daerah. satuan polisi pamong
praja, kecamatan dan kelurs han;

mengoordinasikan penyusunan penyusunan evaluasi
kelembagaar perangkal daerah Kabupaizn Bekasic
mangoordinasikan penyusunan penyusunan peraturan
caerah  lentang pembentukan  Perangkat Daerah
HKabupzian Bekasi;

mengoordinasikan, memantau  dan  meneévaluasi
panyusunan peraturan daerah tentang  susunan
organisasi dan 1ata kerja Sekrelariat Daerah, sekratarial
dewan perwakilan rakyal daerah, dinas daerah,
‘embaga teknis daerah, satuan pelisi pamong praja,
recamatan dan kelurahan;

membarikan saran dan pertimbangan teknis penataan
«elambagaan kepada atasan;

mengoordinasikan  penyusunan  pelunjuk  tekniz
kegiatan penyusunan standar operasional prosedur
uhituk pedoman pelaksanaan lugas;

mengoordinasikan  penyusunan  kebjakan tentang
penyusunan tata kerja perangkat dasrah;
mengoordinasikan penyusunan kebijakan tentang tata
hubimigan kerja parangkal daarah,
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mangoordinasikan  penyusunan  kebijakan tentang
penyusunan prosadur kerja perangkat dasrah;
mengoordinasikan panyusunan  =ebijakan dasrah
mengenai pengaturan jam kerja perangkat daerah;
mengoordinasikan  penyusunan  kebljakan daerah
tantang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat
perangkat dasrah;

mengoordinasikan  penyusunan  kebijgkan dasrab
tentang  penyusunan program  budaya  kera  dan
penarapan disiplin parangkat daerah;

mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan  lentang
pedomean tata naskah dinas;

mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan tentang
prosedur pelayanan penzinan umium;
mengoordinasikan  pemusunan  kebijakan  tentang
pedoman standar operasional prosedur perangkat
daarah:

mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan tantang
palaksanaan bimbingan teknis ketatajaksanaan dan
penciayagunaan aparatur dasrah;

mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan dasrah
nodoman veninghkatan pelayanan putalik;
mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan daerah
tentang standar penilalan  kompetisi  peningkatan
kualitas pelayanan publik perangkat daerah;
mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan daerah
ientarg  slandar pelayanan dan  standar  kinera
perangkat dasrah;

mengoondinasikan  penyusunan  kebijakan  daaran
tontang penaembangan budaya kerja  perangkal
dasgrah;

mangoordinasikan  penyusunan  kebijakan  deerah
lentang evaluasi penerapan budwya kerja perangkat
daarakh;

mangoordinasikan penyusunan  kebijakan daerah
tentang evaluas: dan aklualisast prinsip-prinsip good

LOvermani.e,
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mengoordinasikan  panyusunan  kebijakan  daerah
gistem pangendalian manajemen;

mangoordinasikan  penyusunan  kebijakan  Jdaerah
tentang pengembangan teknologi administrasi wmum
dan teknologi informasi pelayanan publik;

mamantau dan mengevaluasi kegiatan pencatalan dan
pemantauan pelaksanaan kegatan ketatalaksanaan
perangkal daerah sebagsi bahan pembinaan dan

panyempumaan ketatalaksanaan perangkat dasrah;
mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan  dasrah
tentang pedoman pelaksanaan pesgawasan melekat
dan gerakan disiplin nasional;

mangoordinasikan  penyusunan  ketrjakan daerah
tentang petunjuk teknis dan petunjuk  pelaksangan
kegiatan Analizis Jabatam;

mengoordinaslikan  penyusunan - kebijakan  daerah
lentang petunjuk leknis dan petunjuk pelaksanaan
kegiatan Formasi Jabatan untuk pedoman pelaksanaan
wgas,

mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan daarah
tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
kegiatan penyusunan koda Jabatan;

mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan daerah
tantzng petunjuk teknis dan petunjuk  pslaksanaan
xegialan penyusunan titelatur jabatan fungsional umum:;
mementau dan mengevaluasi pelaksanaan keglatan
analisis jabatan sekratariat daerah, sekretariat dewan
perwakllan rakyat daerah, dinas dasrah, lambaga teknis
daarah, kecamatan dan kelurahan;

mengoordiriasikan - penyusunan kebilakan deerah
tentang penyusunan formasi Jabatan sekretariat daerah,
zokratariat dewan perwakilan rakya! daerah, dinas
daerah, lembaga fteknis daerah, kecamatan serta
kelurahan;

mangoordinasikan  penyusunan  kebijakan  daerah
tantang kode jabatan sekrelarial daerah, sekretariat
dewan perwakilan rakyat daerah, dan dinas daerah,
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analizis jabatan, formasi jabatan dan, Ketalalaksanaan
unluk mengetabul subslansi, maksud, tujuan yang
nendak dicapai dari suatu objek telaahan;

mamantau dan mengevaluasi produk hukum  yang
berhubungan dengan bidang kelembagaan perangkat
dasrah, analisis dan formasi  jabatan  dan
ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparaiur negara
sesual ketentuan yang beraku untuk ksbutuhan tedit
hukurr dan . administrazi dalam  penyelenggaraan
pemerimtahan daarah;

memantay dan mengevaluasi hasll konsuitas dengan
Pemerntah Pusat, Pemarintah Provins: mengenal
materi  yang berhubungan  dengan  peraturan
perundang-undangan bidang kelembagaan perangkat
dasrah, =analisis dan formas' jabatan, dan
ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur negara;
mangeiola dan menganalisa wurusan tata usaha
pimpinan  dan  kepegawaian -Sekretariat  Dasgrah,
keyangan S2kretaniat Daeral dan keprotokolan;
mamantau  dan  mengavaluasi  penyelenggaraan
etatawackatan Sekretariat Daarah meliputl pengaturan
pengelolaan surat masuk dan surat kelugr dalam
Iaﬂgl-:.a kalancaran tugas:

mamantay dan mengevaluasi penvelenggaraan
pengelolaan kearsipan lingkup Sekre'ariat Dagrah;
memarttay dan mengevaluasi panyelenggaraan urusan
adminiatrasi kepegawaian lingkup Sekrelariat Daerah
meliputi layanan administrasi kenaikan gaji - berkala
(KGB), usulan kenaikan pangkat, daftar urut
kepangkatan (DDK), data pegawai, Xaru pegawal
(Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keiuarga,
Askes, Taspen, taperum, pensiun, membual usulan
formasi  pegawal, membuat wusulan izin  pelajar,
memtuat usulan izin diktat, kesejahteraan pegawai,
penyesuaian fjazah, usulan pamberdan penghargaan,
memberikan layanan Penilaian /ngka Kredit (PAK)
+abalan  Fungsional, pembinaanfteguran diglplin
pegawal, membual konsep usulan culi pegawa sesuai



M

]
L
Ln

LILI.

Wi

WA

e,

¥yy.

aturan yang berlaku, membuat konsep pembenan izin
nikah dan ceral, membuat usulan pemberhentian dan
pengangkatan dan dalam jabatan, membuat dan atau
mengusulkan perpindahan/mutasi  pegawas s sual
dengan peraturan yang berlaky, melaksanakan
pangeloizan Daftar Penilaian Pekerjaan Pagawai (DF-
< iH

menarima laporan administrasi perjalanan dinas lingkup
Sekratariat Daerah;

memantay  dan  mengevaluasi  penyslenggaraan
sarancanaan |adwal acara kegiatan Bupati dan Wakil
Bupath;

mamantday  dan  mengevaliasi  penvelenggaraan
panylapan dan pengoordinasian naskah pidato Bupati
dan Wak'l Bupath

Mamaintau dary mengevaluasi pelaksanaan
setatausabaan Usaha Bupati dan Wakll Bupali;
memaniau dan mengevaluasi pengaturan keperiuan
kantor, rumah tangga dan kebuluhan akomodasi
kadinazan Bupati dan Wakil Bupaii:

mamantau  dan mengovaluasi  pemeliharaan  dan
parawatan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati;
maryusun perumusan dokumen pertanggungiawaban
kegiatan lingkup asisten administrasi meliputi bagian
organisasl, nunah tangga dan pertengkapan, sera
LFUSAN LML,

memantau dan mangevaluasi pengamanan
barang milik daerah di lingkup Sekretariat Daerah;
mengoardinaskan penyusunan pembukuan realisas:
kegiatan pimpinan dagrah;

menanma laporan penyelenggaraan konsultasi dengan
SKPD, kecamatan dan unsur lain berkaiian dengan
kegiatan keprotokeolan yang melibatkan  pimpinan
dagran;

memantau dan  mengevaluasi penyelenggaraan
penyusunan jadwai rencana kegiatan pimpinan daerah;
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memaniay  dan  mengevaluasi  penyelenggarasn
peEnyusunan acara dan  skenario acara  kegiatan
keprotokclan,

mamantau dan mengevaluasi  penyelenggaraan
penyusunan, menyiapkan lay out dan menata tempat
kegiatan keprotokolan,

mengocrdinasikan  penyusunan  konsep  naskah
paratluran perundang-undangan yang berkaltan dengan
bidang organisasi, rumah tangga dan perlengkapan,
zerla Urusan umum;

mgmantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sarana
dan prasarana kelengkapan dalam rangka kegiatan
naprotokolan:

memantau  dan  mengevaluasi penyelenggaraan
persiapan petugas upacara dan acara yang terlibat
dalain kegiatan keprotokolan:

memantau  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan
parslapan fempat transit, fempat upacara dan acara
yang tarkall dengan pimpinan daerah:

memantay  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan
persiapan  jamuan  untuk  pimpinan  dasrah  pada
kegiatan keprotokolan:

memantau dan mengevaluasi panyiapan panyussnan
acara dan dral acara seliap kegiatan keprotokolan
Pemarintah Daerah:

memaniau dan mengevaluasi penyiapan EENYUSUNaN
SAerans acara  seliap  kegiatan  keprotokolan
Pamesintah Daarah;

memantay  dan  mengevaluasi  penyslenggaraan
pelayanan teknizs keprotokolan Pemerintah Daerah
Pambawa  acara, pemandu, pénerima tamu dan
sabagal petugas upacara lainnyaj;

memantau  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan
persiapan dan pomantagan fata tempat dan iata
penghomatan  pimpinan  pada seliap  kegiatan
keprotokalan Pemerintah Dasrah:

mengoordinasikan  penyusunan rangkaian  kegiatan
Kepada pimpinan daerah dalam kagiatan keprotokotan:
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memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
s0Biziisasi pelayanan teknis kegiaian keprotokolan;
manerima iaporan penvelanggaraan konsuliazi dengan
unsur ferkail tentang kegatan upacara han besar
nasional, han besar Isiam dan upacara bendera tanggal
17 dan upacara senin di lingkurgan Pemerintah
Caorah; '

mencima  laporan penyvelanggaraan konsuliasi dan
pengkoardinasian penyusunan jadwal rencana kegiatan
pimpinan dasrah;

memantay dan  mengevaluasl penyusunan dan
informasi jadwal kegiatan pembina dan pamimpin
upacara han senin;

memanlau  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan
pemiinaan, pembagian tugas dan memberi petunjuk
peiaksanaan kegiatan terhiadap baw shan;
mangavaluasl Laporan Akuntabilitas Kinerja Insiansi
Pemann'gh SKPD Badan Fengelolaan Keuangan dan
Azel Daerah, Badan Kepegawaian Daeorah, Kanioo
K.earsipan dan Perpustakaan Daarah;

memantau dan mengevaluasi hesil kera bawahan
bidlang orgarisasl, rumah tangga dan perlengkapan,
serta  urusan umum  sebagai  bahan untuk
pen};empurnaan program;

mengevaluasi laporan akuntabilitas kinera dari SKPD
yang menyelengparakan pelayanan  publk  dan
perizinan, pengelolaan keuzngan daerah, aset daerah,
kepsgawalan, perpustakaan daerah dan kearsipan,
mengaordinasikan penyusunan LPPD tahunan dan lima
tahunan Sekretarial Daerah dalam lingkup tugasnya
yang maliputi bidang parekonomian, kerjasama dan
pembangunan sebagal bahan penyusunan PP
tahiunan dan ima lahunan kabupaten;
mangoordinasikan penyusunan LKPJ tahunan dan lima
tabiunan Sokretaria: Daerah dalam fingkup tugasnya di
hidang  adminisirasi perekoramian, kefasama dan
pemdanguran  sebagai bahan  penvusunan LEPJ
hunan dan akhir masa jabatan Bupati;
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mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas
kinara Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya di
bidarng administrasi perekonomian, kardasama dan
pembangunan ssebagai bahan peranggungiawaiban
kepada Bupali;

mangatur pelaksanaan kegiatan bawahan agar sesuai
dengan sasaran yang telah ditetaphan;

menyelia dan memotivasi bawahan dalam upaya
peringkatan produktivitas kera dan pengembangan
karler,

mengevaluasi hasil kerja bawahan sebegai bahan
PeEnyEmMpUrtaan program,

mampalajar, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang
fingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sasual dengan pedoman dan ketantuan yang berlaky:
meniiai hasii kerja bawahan sscara berenjang untuk
pembinaan karar,;

mengevaluasi pelakzanaan tugas dan
menginvantarisasi  permasalahan  lingkup  tugasnya
serta mencan allermatif pemecahannya;

menyampaikan laporan  hasil pelaksanaan lugas
kepada Sekrataris Daerah;

relaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan: _

Mengoordinasikan pelaksanaan Laporan Kekayaan
Penyelenggaraan (LHKPMN) di Lingkungan Pamerintah
Kabupatan Bakasi,

Ketentuan Pasal 64 ditambah huruf coo baru sehingga barbunyi

sebagal barkut

Fasal 684

Bagian Crganisasi dalam menyelenggarakan lugas pokok dan

fungsi sebagaimana dimaksid pada Pasal 63, mempunyal uraian

tugas sabagai berilout;

&

meryusun program kerja Bagian Organisasi sebagai
padoman palaksanaan lugas;




merarcanakan  operasional  Bagian | Organisasi
berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia
sebagal dasar dalam pelaksanaan fugas;

menyusien bahan  RPJPD, RPJMD dan RKPD
Sakretariat Daerah dalam  lingkup tegasnya  yang
maliputi  bidang kelembagaan dan analisa jabatan,
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas
aabegal bahan penyusunan RPJIPD, RPIJMD dan
AKPD Kabupaten;

menyusun babhan Rencans Sirategls (Bensira) dan
Rencana Kera (Renja) Sekrelariat Caerah dalam
fnckup lugasnya sebagai RPJPD, RPJMD dan BRKPD
Kahupaten,

."'IEH',"IJSUF-I Rencana Keglatan Anggaran (RKA),
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Palaksanaan Perubahan Anggaran (DFPA) Bagian
Jrganisasi;

MEnyUsUn rencana operasional dan mangoordinasizan
pelaksanaan program dan kegiatan Sekrelarial Draacah
dalam lingkup tugasnya yang melpull kelembagaan
dan analisa jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik
dan akuntabilitas ;

menyusun balian perumusan kebljakan daerah dalam
lingkup tugas di bidang kelembagaan dan analisa
jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publk  dan
akuntabdlitas;

menyelenggarakan dan mengkourdinasikan program
dan kegiatan dalam fingkup | Ugas df bidang
kelerbagaan dan analisa jabatan, kelalalaksanaan.
pelayanan publik dan akuntabilitas:

mengzndalikan program dar kegiatan dalam lingkup
wgas di bidang kelembagaan dan analisa |ADRAN,
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas:
menyolenggarakan evaluasi program dan kegialan
dalam lingkup tugas di bidang kelembagaan dan
analisa jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan
zhuntablitas,
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menyelenggarakan pelaporan keguitan dalam lingkup
tugas di bidang kelembagaan dan analisa jabatan,
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabillas:
mengkoordinasikan penyusunan  Rencana  Strategls
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
Daeraly,

mangkoordirasikan penyusunan laporan akuntabilitas
kirarna Sekratariat Dasrah sabagai bahan
partangaungiawaban kepada Bupati;

merumuskan  penyusunan pelunjuk feknis di bidang
kelambagaan dan analisa [jabatan. ketatalaksanaan,
palayanan publik dan akuntabilitas;

manvampaikan bahan kebijakan daerah dalam lingkup
tugas di bidang kelembagaan dan analisa jabatan,
wetatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas;
mengatur pelaksanaan tugas bidang tata usaha
Hepegawaian,  pengelutaan  keuangan  Bagian
Orpanisasi;

mEnyusun  draft peraturan  daerah fenfang susunan
grgamsasi tata karja perangeat daerah;

menvusun  draft evaluasl kelembngaan parangkat
dasrah;

menvelenggarakan kegiatan evaluasi kelambagaan
peErangkal gasrah;

maryelenggarakan kegialan penataan kelembagaan
daerah, yang mealiputi pembentukan, panggabungarn.
penghapusan parangkat daerah:

rnenyusun petunjuk teknis kagiatan penyusunan sandar
sparasional prosedur, untuk pedoman pelaksanaan
tugas:

menyusun bahan penyusunan fata hubungan kerja
perangkatl dagrah;

menyusUn bahan penyusunan prosedur kerja parangkat
daarah:

menyusen bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
pengawasan melekal perangkat dasrah;

menyusun bahan penyusunan program budaya kena
dan penarapan disiplin parangkal dasrah:
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manyusun bahan penyusunan pedoman fata naskah
dimas:

menylapkan bahan penyusunan prosedur pelayanan
LUTILIT,

menyusun  bahan  penyusunan pedoman  standar
operasional prosedur perangkat daarah:

manyusun  bahar  pelaksanaan bimbingan teknis
ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur daerah;
rmenyusun bahan penyusunan pedo.nan peningkatan
pelayvanan publik; _
menyusun  bahan penyusunan  standar  penilaian
kompetis!  peningkatan kualitas pelayanan - publik
paranghat dasrah;

menyuser  bahan  penyusunan  kebijakan  daerah
Pangembangan budaya kerja perangkat dasrah;
menyustin bahan evaluasi penerapan budaya kerja
perangkat daarah:

menyusun  bahan evaluasi dan aklualisasi prinsip-
pringip good governanca;

menyusun  bahan  kebilakan  dasrah  sistem
pengendalian manajemen;

menyusun bahan pengembangan teknofogi admiistrasi
umum dan teknologl informasi pelayanan pubdik;
melaksanakan pancatatan can pemantauan
pelaksanaan  kegiatan ketalalaksanaan  perangkat
daaerah sebagai bahan pembinaan dan penyempumaan
selatalaksanaan perangkat daerah;

menyusun  pedoman  pelaksanaan  pengawasan
melekat;

rmenyusun petunjek teknis dan petunjulkk pelaksanaan
kegiatan anaiizis jabatan:

menyusun  bahan pelaksanaan kegiatan analisis
[abatan perangkat daerah;

melaksanakan analisis jabatan uniuk mendapatkan

iniormasi jabatan sebagal bahan panyusunan kebijakan
keiembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan:
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memyusun  evaluasl dan  penataan . kelembagaan
perangkal daarah, analisis jabatan dan
ketalalaksanaan:
mengkoordinasikan pelaksanaan program waskal dan
pelayanan publik;
menyusun bahan perumusan dan palaporan program
kerja organisasi parangkat daerah;
manyusun bahan perumusan  ksbijakan penataan
kelembagaan perangkat daerah. analisis  jabatan,
ketatalaksanaan, pelayanan publik den akuntabilitas:
meneiaah produk hukum yang berhubungan dengan
bidang keiembagaan dan analisis  Jabatan,
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas:
melaksanakan konsullasi dengan pemerintah pusat,
pemerintab  provinsi  mengenai  materi  yang
berhebungan dengan peraturan perundang-undangan
bidarg kedembagsan dan analisis  jabatan,
ketatalak=anaan, pelayanan publik dan akuntabiiitas;
memberikan perfimbangan dalam  pengisian f-:';lrrr:a&l
jabatan,
malaksanakan kompetisi penyelenggaraan palayanan
putlik:
menyusun Laporan Kekavaan Penyelenggara MNegara
(LHKPHN) di lingkungan Pemerintgh Kabupaten Bekasi:
mengatur pelaksanaan Wwgas bidang tata wusaha,
wenegawaian,  pengelolaan  keuangan  Bagian
Crganisasi;
menyalenggarakan koordinas! dangan Bagian lain;
menghimpun, mengolah dan menganalisa da'a Sena
penyaiian data hasil pelaksansan kegiatan Bagian
Organisasi;

menyusun bahan Laporan Akuntabilitas  Kinara
Instansi Pemerintah (LAKIF) Kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan
tima tahunan Sekretanat Daerah  dalam  fingkup
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lugasnya sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan ima tahunan kabupaten;

menyiapkan bahan panyusunan LKPJ tahunan dan lima
tahunan Sakretariat Daerah  dalam lingkup (wgasnya

sebagai sebagat bahan penyusunan LKPJ tahunan dan
akhir masa jabatan Bupati:

mengalur pelaksanaan kagiatan bawahan agar sesuai
dangan sasaran yang ielah ditetapkan;
menyalta dan memotivasl bawahan dalam upaya
peningkatan oroduklivitas kerja dan  pengembangan
EATET,
mengevaluasi hasil kerla bawahan sebagal bahan
panySmMpLUrnaan program:
mempelajari, memahaml dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang
lugasnya sebagai padoman palaksanaan tugas;
membina Sawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesunl dengan pedoman dan ketentuan yang berdaku:
menilai hasil kerja bawahan secara berjanjang untuk
pambinaan kariar;
meangavaluasi pelaksanasn tugas dan
menginvantarisasl permasaiahan  lingkup  tugasnya
sena mencan alternatif pemecahannya;
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atazan;
maiaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan
oleh atasan.
Manyusun Laporan Kekayaan Penyelenggaraan
Megara {LHKPN} di Lingkungan Pemerintah Kabupatan
Bekasi; -

c. Ketentuan Pasal 70 huruf jj baru sehingga berbunyi sebagai
berikul

Pasal 70




Sub Bagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas dipimpin

cleh ssoreng Kepala, mempunyai uraian tugas sabagai
barikut :

4.

mi.

menyusun program kerja Sub Bagian Pelayanan Publik
dan Akuntabilitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menyiapkan rencana operasional Sub  Bagian
Palayanan Publik dan Akuntabilitas berdasarkan skala
prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas;

menylapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan
RKPD Sekratariat Daerah dalam lingkup tugasnya
sebagal bahan penyusunan RPJPD. RPJMD dan
RKPD Kabupaten;

menylapkan bahan penyusunan Rencana Strategls
{Renstra) dan Rencana Kerja (Renjal Sekretariat
Daarah dalam lingkup tugasnya sebagai pelaksanaan
RPJPD, RFJMD dan BKPD Kabupaten;

manyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA) dan Dokumen Peiaksanaan Anggaran
(DPA) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas;

menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional
dan pengoordinasian pelaksanaan program  dan
kaglatan Sekrelarial Daerah dalam lingkup tugasnya;
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah,
bahan koordinasi, bahan pengendalian, bahan
pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas
palayanan publik dan akuntabilitas:

menylapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja} Sekretariat Daerah;
mamusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instans:
Pemerintah (LAKIP) Sakretariat Dasrah;

menyiapkan bhahan pelaksanaan bimbingan fteknis
palayanan publik dan akuntahilitas;

menghimpun laporan akuntabilitas SKPD untuk hahan
penyusunan AKIP/LAKIP kabupaten.

meanyiapkan bahan penyusunan padoman paninghkatan
pelayanan publik’

memyiapkan bahan penyusunan standar  penilaian
kampetisi  peningkatan  kualtas pelayanan publik
perangkat daerah;
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menylapkan bahan pelaksanaan kompetisl
penyatenggaraan pelayanan publik;

melakzanakan evaluasipeniaian pelavanan  publik
parangkat daerah;

menylapkar bahan penyusunan  standar pelayanan
pubitx dan standar pelayanan minimal;

menylapkan baban  evaluasi dan  aktualisasi
akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

menyiapkan pedoman pengembangan  leknologi
riormasi pelayanan publik;

menyusun bahan Laporan Kekayaan Penyelenggara
Megara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Beakasi;

menyusun bahan laporan Paolaksanaan  upaya
pengawasan untuk menekan periiaky koroptif i
Lingkungan Pemarintah Kabupaten Bekasi;
melaksanakan pengawasan inlarnal di fingkungan Sub
Bagian Pelayanan Publk dan Akuntabilitas;
menghimpun, mengalah dan menganalisa data serta
menyajlkan data hasil pelaksanaan kegialan Sub
Bagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas;

menyusun pertanggungjawanan laporan pelaksanaan
kegiatan dan keuangan di lingkungan Sub Bagian
FPalayanan Publik dan Akuntabilitas;

menyiapkan bahan pemyusunan LPPD tahunan dan
lima tahunan Sekretariat Daerah dalam  lingkup
tugasnya sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan
dan ima tahunan kabupaten:

menylapkan bahan peryusunan LKP. tahunan dan lima
tahunan Sekretariat Daerah  dalam lingkup tugasoya
sebagal sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan
akhir masa jabatan Bunati;

manyiapkan bahan penyusunan laparan
portangaungjawaban  pelaksanaan  kegiatan  dan
kouangan Ji bidang tugasnya,

menviapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja o
bidang tugasnya;

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
mempalajan, memahami dan melaksanakan paraturan
perundang-undangan di bidang tugasnya sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;



dd. memberikan saran dan perdimbangan di bidang
tugasnya kepada atasan;

&g, melakzanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan
inventarsasi permasalahan di bidang tugasnya sera
mencarn alternalil pemecahannya;

.  mambagi tugas, memberikan bimtingan dan petunjuk
pelaksanaan lugas kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas,

gg. menilai  hasil kera bawshan untuk  bahan
mengambangkan karier,

nh. melaporkan hasit pelaksanaan tugas kepada atasan;

i,  melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan
aleh atasan.

i Menyusun bahan Laporan Kekayasn Penyelenggara
Nagara (LHKPN) di Lingkungan Pemarintah Kabupaten
Bakasi

Pasal ll
Peraturan Bupatl ini mulai beraku pada tanggal diundangkan,

Agar seliap  orang  mengefahuinye.,  memenntabkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan ¢i Cikarang Pusat
padaiangge!l 51 nereer 0in




